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ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the special
autonomy fund, regional income and fund balance on
human development index by capital expenditure as
a intervening variable in the districts / cities in West
Papua province. The source of data used in this study
was secondary data from APBD, which contains
data on the realization of the special autonomy fund,
regional income, fund balance and the capital expendi-
ture budget, and the data of human development index
obtained from BPS West Papua province during 2010
to the 2014. The data analysis technique used is Partial
Least Square (PLS). The results showed that the spe-
cial autonomy fund gives the positive and significant
effect to capital expenditure, the regional income gives
the positive and significant effect to capital expendi-
ture, the balance fund gives the positive and significant
effect to capital expenditure, the special autonomy
fund gives the positive and significant effect to human
development index, the regional income gives the
positive and significant effect to human development
index, the balance funds gives the negative and not
significant effect to human development index, capital
expenditure gives the negative and significant effect
to human development index, capital expenditures
mediate partial influence of special autonomy fund to
human development index, capital expenditure medi-

ate partial influence regional income to development
index human, and capital expenditure perfect mediate
effect of balance fund to human development index.

Keywords: special autonomy fund, regional income,
fund balance, capital expenditure, human develop-
ment index

JEL Classification: H72, R11, R53

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan reformasi yang dicita-citakan un-
tuk dicapai adalah pemberian otonomi daerah yang
seluas-luasnya. Pemberian hak otonomi dimaksud
untuk memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah
agar dapat menggali sumber-sumber keuangan daerah
sendiri. Tujuan yang ingin dicapai yaitu, peningkatan
pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Adapun cara yang digunakan pemerintah yakni Oto-
nomi daerah yang berperan dalam pembangunan baik
daerah maupun nasional yang telah diberlakukan
sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah
merupakan momen yang tepat untuk memberi peran
yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan para
pelaku ekonomi daerah dalam
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Hirawan (2007) menyatakan bahwa otonomi daerah
merupakan landasan dari pelaksanaan desentralisasi
untuk memenuhi tujuan demokratisasi dan demi mewu-
judkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya
kewenagan yang luas bagi pemerintah daerah, maka
diharapkan tujuan pembangunan ekonomi dan kes-
ejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk merealisa-
sikan agenda tersebut, maka lahirlah Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah. Tujuan utama dari kedua undang-undang
tersebut adalah mendorong terlaksananya desentral-
isasi di Indonesia.

Otonomi daerah dapat memberikan kewenan-
gan kepada pemerintah daerah untuk membentuk
daerah otonomnya sendiri, salah satu daerah yang dapat

membentuk daerah otonom sendiri adalah provinsi
papua barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008. Di era otonomi daerah terdapat beberapa
daerah di Indonesia yang mendapatkan perlakuan
khusus, diantaranya adalah daerah Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat. Perlakuan khusus yang diberikan
oleh pemerintah pusat melalui Undang-undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Dana Otonomi Khusus. Ada-
pun tujuan utama dari pelaksanaan otonomi khusus
adalah dapat mengurangi kesenjangan antara Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat dengan provinsi lain-
nya di Indonesia. Provinsi Papua Barat yang terdiri
12 kabupaten dan 1 kota mendapatkan dana transfer
dari pemerintah pusat berupa Dana Otonomi Khusus
relatif besar. Dana transfer dari pusat terus mengalami
peningkatan serta kontribusinya terhadap penerimaan
daerah sangat besr seperti ditnjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1
Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota. Tahun 2010-2014
(jutaan rupiah)

Dana transfer tersebut diperioritaskan untuk
belanja langsung yang diharapkan mampu memacu
perkembangan pembangunan manusia dan daerah
di Provinsi Papua Barat, yakni melalui pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan
infrastruktur. Untuk meningkatkan pembangunan
daerah, tentu membutuhkan pendapatan yang cukup
dalam membiayai semua pengeluaran pemerintah.
Salah satu sumber pendapatan yang diperoleh dae-
rah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan
meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, maka daerah

lebih leluasa dalam merencanakan dan mengalokasi-
kan kegiatan atau pengeluaran yang akan berdampak
terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama
pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah
yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan
perkembangan di daerah. Hal ini dapat direalisasikan
dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan
sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan
publik. Semua pengeluaran tersebut dialokasikan me-
lalui belanja modal. Berikut disajikan PAD Kabupaten/
Kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2010-2014.
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Gambar 2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2014
(jutaan rupiah)

Secara keseluruhan kontribusi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap penerimaan daerah di Provinsi Papua
Barat selama periode tahun 2010 sampai dengan ta-
hun 2014 mengalami peningkatan. Peningkatan dan
penurunan PAD tergantung pada hasil kekayaan yang
diperoleh setiap daerah. Semakin baik Pendapatan
Asli Daerah suatu daerah maka semakin besar pula
alokasi belanja modalnya. Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah dapat meningkatkan investasi belanja
modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan
publik semakin baik. Salah satu aspek yang sangat
krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan
desentralisasi fiskal. Secara konseptual, desentral-
isasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan
yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan
pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban ke-
wenangan tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2001
muncul konsep dana perimbangan sebagai instrumen
pembiayaan daerah. Dana Perimbangan adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialoka-
sikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan
untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemer-
intah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah

pusat. Berikut disajikan dana perimbangan Kabupaten/
Kota di Provinsi Papua Barat dari tahun 2010-2014.

Berdasar Gambar 3 dana perimbangan mengala-
mi peningkatan dari tahun 2010-2014. Hal ini mengin-
dikasikan bahwa dengan adanya dana perimbangan
yang tinggi, ketergantungan daerah terhadap dana
perimbangan menjadi sangat tinggi dan kemandirian
daerah penghasil PAD semakin menurun.

Otonomi daerah serta desentralisasi tidak bisa
terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pem-
bangunan daerah merupakan wujud upaya peningka-
tan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan
pemerintahannya. Pembangunan daerah tidak mungkin
diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa
sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut
dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan
dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja
modal. Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses
penyusunan anggaran. Tentunya dalam pengalokasian
belanja modal sebagai pendukung proses pembangu-
nan, peran proses penganggaran sangatlah signifikan.
Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Barat dari tahun 2010-2014 disajikan pada Gambar 4.
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Gambar 3
Dana Perimbangan Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2014
(jutaan rupiah)
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Gambar 4
Belanja Modal Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2014
(Jutaan rupiah)

Gambar 4 menunjukan bahwa belanja modal pada
Kabupaten/Kota Propinsi Papua Barat tahun 2010-
2014 mengalami peningkatan setiap tahun. Dengan
adanya peningkatan belanja modal diharapkan dapat
memberi pengaruh yang positif bagi penurunan jumlah
penduduk miskin di Papua Barat. Ketersediaan inifra-
struktur yang memadai juga akan memudahkan ma-
syarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi maupun
sosial kemasyarakatan serta memberikan kesejahteraan

kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur
tingkat kesejahteraan adalah melalui Indeks Pemban-
gunan Manusia (IPM). Sebagai ukuran kualitas hidup,
IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar
yaitu umur panjang dan sehat (kesehatan), pengetahuan
(pendidikan), dan kehidupan yang layak (ekonomi).
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua Barat dari tahun 2010-2014 disajikan
pada Gambar 5.
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Gambar 5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Tahun 2010-2014

Secara umum IPM pada periode 2010 sampai
dengan 2014 menunjukkan pertumbuhan positif. [IPM
Papua Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 61,28
persen. IPM Provinsi Papua Barat berada pada per-
ingkat 33 secara nasional pada tahun 2015.

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan men-
ganalisis 1) pengaruh dana otonomi khusus terhadap
belanja modal; 2) pengaruh dana otonomi khusus
terhadap indeks pembangunan manusia; 3) pengaruh
pendapatan asli daerah terhadap belanja modal; 4)
pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks
pembangunan manusia; 5) pengaruh dana perimbangan
terhadap belanja modal; 6) pengaruh dana perimbangan
terhadap indeks pembangunan manusia; 7) pengaruh
belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia;
8) pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks
pembangunan manusia melalui belanja modal; 9)
pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks
pembangunan manusia melalui belanja modal; dan 10)
pengaruh dana perimbangan terhadap indeks pemban-
gunan manusia melalui belanja modal

MATERI DAN METOFE PENELITIAN
Definisi desentralisasi menurut Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desentralisasi terfokus pada tingkat kabupaten dan
kota. Kedua pemerintahan tersebut berada pada level
ketiga setelah pemerintah pusat dan provinsi.

Secara filosofis otonomi daerah adalah pem-
berdayaan dan intensifikasi sumber-sumber daya
yang ada di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal
1 Ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepent-
ingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.

Dana Otonomi Khusus merupakan dana yang
dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi
khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah di-
ubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Oto-
nomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papua mencerminkan upaya Pemerintah
Indonesia dalam mencari solusi atas sejumlah masalah
pelik di wilayah itu. Masalah-masalah ini mencakup:
(1) konflik politik, terfokus pada tuntutan kemerdekaan
Papua yang oleh pemerintah Indonesia dilihat sebagai
gerakan separatis; (2) konflik sosial antarpenduduk
Papua yang merupakan akibat dari ketiadaan solusi

177




JAM, Vol. 28, No. 3, Desember 2017: 173-186

atas konflik politik; dan (3) kondisi ekonomi yang
buruk, terutama yang dirasakan oleh penduduk asli
Papua dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia
serta Tingkat kemiskinan masyarakat Papua tergolong
sangat tinggi dan berada di deretan paling bawah di
antara daerah termiskin di Indonesia (World Bank,
2000).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah peneri-
maan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di
dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah
merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh
karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur
dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapa-
tan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontri-
busi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah
terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan
pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.
Berdasar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi. Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 belanja modal didefinisikan sebagai
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembe-
lian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti
dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jaringan dan aset tetap lainnya.

Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Ma-
nusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan
berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. In-
deks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data
yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu
angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan
dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-
rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan
dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli
masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang
dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita
sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur ke-
berhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup
layak.

Cut Sri Hartati (2016), hasil penelitiannya

menunjukan bahwa Penerimaan Dana Otonomi
Khusus dan TDBH Migas berpengaruh positif baik
secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap
belanja modal Kabupaten/kota di Aceh. Penerimaan
Dana Otonomi Khusus, TDBH Migas dan Belanja
Modal baik secara bersama sama maupun secara
parsial berpengaruh terhadap IPM kabupaten/kota di
Aceh. Berdasar penjelasan tersebut, disusun hipotesis
penelitian sebagai berikut:
H1: Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif ter-
hadap belanja modal.
H2: Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif ter-
hadap indeks pembangunan manusia.

Brata (2004), menyimpulkan bahwa pening-
katan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan
investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga
kualitas pelayanan publik semakin baik. Kusnandar
dan Siswantoro (2011) menyimpulkan bahwa Pendapa-
tan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi
belanja modal. Berdasar penjelasan tersebut, disusun
hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif
terhadap belanja modal.

Syahril (2011) membuktikan bahwa Pendapa-
tan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan
terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasar
penjelasan tersebut, disusun hipotesis penelitian seb-
agai berikut:

H4: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif
terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Darmayasa (2014), meneliti tentang Faktor
Penentu Alokasi Belanja Modal dalam APBD dan men-
emukan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alo-
kasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Belanja Modal (DBH dan DAU merupakan
faktor penentu alokasi Belanja Modal). Riva Uba
(2011), meneliti tentang pengaruh dana perimbangan
terhadap IPM dan hasil penelitian menyimpulkan
bahwa DAU, DAK, dan DBH secara simultan ber-
pengaruh positif terhadap IPM. Berdasar penjelasan
tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:
HS: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap

Belanja Modal.
H6: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap
Indeks Pembangunan Manusia.

Adi (2009), menyimpulkan Belanja Modal

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks
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Pembangunan Manusia. Hal serupa diungkapkan oleh
Setyowati dan Suparwati (2012) yang menemukan ha-
sil bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap
Indeks Pembangunan Manusia. Berdasar penjelasan
tersebut, disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H7: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap
Indeks Pembangunan Manusia.

Sumardjoko (2014) menunjukan bahwa dana
otonomi khusus berpengaruh siginifikan positif terha-
dap belanja modal APBD Provinsi Papua Dan Provinsi
Papua Barat periode tahun 2002-2012. Belanja modal
berperan sebagai variabel intervening dalam mem-
berikan pengaruh dana otonomi khusus terhadap IPM.
Setyowati dan Suparwati (2012) menemukan bahwa
PAD terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal (PABM), dan Belanja Modal
(BM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Harianto (2007),
menjelaskan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi
oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah
Pusat. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
(Intisari, 2011). Berdasar penjelasan tersebut, disusun
hipotesis penelitian sebagai berikut:

HS8: Belanja Modal memediasi pengaruh Dana Oto-
nomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan
Manusia.

H9: Belanja Modal memediasi pengaruh Pendapatan
Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Ma-
nusia.

H10: Belanja Modal memediasi pengaruh Dana Perim-
bangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan
penelitian kuantitatif mengenai Pengaruh Dana Oto-
nomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana
Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
dengan Belanja Modal sebagai variabel pemediasi pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Analisis data
kuantitatif adalah analisis yang digunakan pada data
sekunder dengan menggunakan metode statistik.
Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah
kabupaten/kota Provinsi Papua Barat tahun 2010-2014.
Sampel dalam penelitian ini adalah 11 Kabupaten/kota
di Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang di-
peroleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh

pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah
1) Laporan Realisasi APBD tahun 2010-2014, yang
diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan
Pemerintah Daerah www.djpk.depkeu.go.id melalui
internet dimana daridokumen ini diperoleh data men-
genai jumlah realisasi Anggaran Belanja Modal, Dana
Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan
Dana Perimbangan; 2) Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) me-
lalui www.bps.go.id dan BPS Provinsi Papua Barat.

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi
dimana data yang digunakan dalam penelitian ini di-
kumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mem-
pelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan,
dilanjutkan dengan pencatatan, dan penghitungan den-
gan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan
masalah berdasarkan data-data yang relevan. Sumber
dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat
dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari
BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dirjen Perimbangan
Keuangan Pemerintah Daerah. Sifat datanya adalah
data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka,
dan bersifat obyektif. Variabel Independen terdiri dari
Penerimaan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan. Variabel de-
penden adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Variabel Pemediasi adalah Belanja Modal (BM)

Otonomi Khusus menyatakan bahwa otonomi
khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui
dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dana
otonomi khusus diperoleh dari: 2% x DAU. Pendapatan
Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambabh nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah
meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil penge-
lolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain
pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli dae-
rah dapat dirumuskan: PAD=HPD+RD+HPKD+LPS

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada dae-
rah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dibagi
menjadi: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
dan Dana Bagi Hasil. Dana perimbangan dapat diru-
muskan DP= DBH+DAU+DAK
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Belanja modal adalah pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan
tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak
berwujud. Belanja modal dapat dirumuskan:

BM-= Belanja tanah+belanja peralatan mesin+Belanja
Gedung Bangunan+Belanja Jalan, irigasi dan
jaringan+Belanja Aset Lainnya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meru-
pakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah
komponen dasar kualitas hidup. IPM di Indonesia
disusun berdasarkan tiga komponen indeks. IPM
merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut.
Indeks pembangunan manusia dirumuskan:

IPM= (X1+X2+X3)
3

Model analisis yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah model analisis Partial Least Square (PLS)
mengikuti pola model persamaan struktural (SEM)
berbasis varians yaitu WarpPLS yang secara simultan
dapat melakukan pengujian model pengukuran sekal-
igus pengujian model struktural.

HASIL PENELITTAN

Analisis data pada penelitian ini menggunakan hasil
statistik deskriptif dan analisis partial least square
(PLS). Hasil pengujian analisis statistik deskriptif
ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Analisis Data Dengan Statistik Deskriptif
Dana Pendapatan Dana Belanja Indeks
Otonomi Khusus  Asli Daerah Peribangan Modal Pembangunan
Rp (Juta) Rp (Juta) Rp (Juta) Rp (Juta) Manusia
Mean 103.149 22.619 558.020 240.043 59,52
Minimum 35.000 761 146.084 97.411 45,97
Maximum 349.776 103.976 1.157.454 650.618 75,78

Sumber: Output (Olah data).

Analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah menghitung nilai Goodness of Fit dan
melakukan pengujian hipotesis. Model struktural atau
inner model pada kerangka konseptual yang dibangun

berdasarkan referensi konsep dan teori fit apabila didu-
kung oleh data empiris. Perhitungan nilai goodness of’
fit (inner model) didasarkan pada hasil analisis SEM
WarpPLS pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Inner Model (Nilai R-Square)

Variabel

R- Square

Dana otonomi khusus
Pendapatan asli daerah
Dana Perimbangan
Belanja modal

Indeks pembangunan manusia

0,72
0,74

=1-(1-0,72)(1-0,74)
=1-(0.28)(0.26)
=1-0,0728

=0,93

Sumber: Output PLS (Olah data)
Q2 =1-(1-RBMD?)(1-R

2
IPM )
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Berdasar penghitungan tersebut, diperoleh
nilaiQ-Square predictive relevance sebesar 0,93 atau
93%, sehingga model dikatakan memiliki nilai pre-
diktif yang kuat karena variabel-variabel dalam model
meliputi variabel dana otonomi khusus, pendapatan asli

daerah, dana perimbangan, dan belanja modal mampu
menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia
sebesar 93% sedangkan sisanya sebesar 7% merupakan
variasi variabel lain diluar model.

Tabel 3
Hasil Model fit indices dan P values
Hasil P-Value  Kriteria Keterangan
APC =0,356 P<0,001 GoodifP<0,05 Memenuhi
ARS =0,559 P<0,001 GoodifP<0,05 Memenuhi
AVIF =2,187 P<5 Memenuhi

Sumber: Output PLS (Olah data)

Berdasar analisis umum model fit pada Tabel
3 menunjukan bahwa nilai average path coefficient
(APC) sebesar 0,356 dengan nilai P= 0,001 < 0,05, se-
hingga disimpulkan bahwa nilai APC dapat memenuhi
kriteria untuk melihat besarnya hubungan antar varia-
bel. Hal tersebut membuktikan bahwa variabel inde-
penden dan dependen memiliki hubungan sebab dan
akibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dari pengujian average R-Squared (ARS) diperoleh
hasil sebesar 0,559 dengan nilai P= 0,001 < 0,005
schingga hasil tersebut dapat memenubhi kriteria untuk
menilai besarnya pengaruh variabel eksogen, endogen,

tergantung dan pemoderasi. Hal tersebut menunjukan
bahwa variabel dalam penelitian ini mampu mempen-
garuhi variabel endogen sebesar 55,9% dan sisanya
sebesar 44,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar
model. Selain itu, dari hasil diatas dapat dipeoleh nilai
Average block VIF sebesar 2,187, dengan nilai P <5,
hal ini menunjukkan bahwa AVIF dapat diterima dan
tidak terjadi multikolineritas. Oleh karena itu, maka
model penelitian ini dapat memenuhi kriteria dan
bisa digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen.
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Gambar 6

Hasil pengujian hipotesis
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PEMBAHASAN

Hasil pengujian dari SEM WardPLS pada Gambar 6
diketahui bahwa dana otonomi khusus berpengaruh
signifikan positif terhadap belanja modal. Hal ini dapat
dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,18 dengan tingkat
signifikansi 0,08 < 0,1 sehingga dapat disimpulkan
bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan
dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap
belanja modal diterima. Nilai koefisien sebesar 0,18
artinya peningkatan dana otonomi khusus sebesar 1
rupiah akan berpengaruh pada belanja modal sebesar
18 persen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
Sumardjoko (2014), yang menjelaskan bahwa Dana
otonomi khusus berpengaruh siginifikan positif terha-
dap belanja modal APBD Provinsi Papua Dan Provinsi
Papua Barat periode tahun 2002-2012. Hasil penelitian
ini juga mendukung penelitian Cut Sri Hartati (2016),
yang hasilnya menjelaskan bahwa Penerimaan Dana
Otonomi Khusus dan TDBH Migas berpengaruh
positif baik secara bersama-sama maupun secara par-
sial terhadap belanja modal Kabupaten/kota di Aceh.

Pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6
diketahui bahwa dana otonomi khusus berpengaruh
signifikan positif terhadap belanja modal. Hal tersebut
dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,26 dengan
tingkat signifikansi 0,02 < 0,05 sehingga dapat disim-
pulkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan
dana otonomi khusus berpengaruh positif terhadap
indeks pembangunan manusia diterima. Nilai koefisien
sebesar 0,26 artinya peningkatan dana otonomi khusus
sebesar 1 rupiah akan berpengaruh pada indeks pem-
bangunan manusia sebesar 26 persen. Hasil penelitian
ini mendukung penelitian Cut Sri Hartati (2016), yang
menjelaskan bahwa penerimaan dana otonomi khusus,
TDBH migas dan belanja modal baik secara bersama
sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap IPM
kabupaten/kota di Aceh.

Hasil pengujian SEM WardPLS pada Gambar
6 diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpenga-
ruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hal ini
dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,23 dengan
tingkat signifikansi 0,03 < 0,05 sehingga dapat disim-
pulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan
pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap
belanja modal diterima. Nilai koefisien sebesar 0,23
artinya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1

rupiah akan berpengaruh pada belanja modal sebesar
23 persen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
oleh Kusnandar dan Siswantoro (2011), yang me-
nyimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah sangat
berpengaruh terhadap alokasi belanja modal bahkan
pada tingkat keyakinan 99% (0=1%).

Pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6 dik-
etahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh sig-
nifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia.
Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,73
dengan tingkat signifikansi 0,01 <,01 sehingga dapat
disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) yang me-
nyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif
terhadap indeks pembangunan manusia diterima. Nilai
koefisien sebesar 0,73 artinya peningkatan pendapatan
asli daerah sebesar 1 rupiah akan berpengaruh pada
belanja modal sebesar 73 persen. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian oleh Syahril (2011), yang men-
emukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan
Manusia.

Berdasar hasil pengujian SEM WardPLS pada
Gambar 6 diketahui bahwa dana dana perimbangan
berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal.
Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,73
dengan tingkat signifikansi 0,01 <, 01 sehingga dapat
disimpulkan bahwa hipotesis kelima (H5) yang me-
nyatakan dana dana perimbangan berpengaruh positif
terhadap belanja modal diterima. Nilai koefisien sebe-
sar 0,73 artinya peningkatan dana perimbangan sebesar
1 rupiah akan berpengaruh pada belanja modal sebesar
73 persen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
Darmayasa (2014), yang menemukan bahwa Dana
Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja
Modal (DBH dan DAU merupakan faktor penentu
alokasi Belanja Modal). Studi lain yang dilakukan
Abdullah dan Halim (2003), menemukan bukti empiris
bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh ter-
hadap belanja modal dan pengurangan jumlah transfer
dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran
belanja modal.

Berdasar hasil pengujian SEM WardPLS pada
Gambar 6 diketahui bahwa dana perimbangan ber-
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks
pembangunan manusia. Hal ini dapat dilihat dari nilai
koefisien sebesar -0,10 dengan tingkat signifikansi
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0,22 > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipote-
sis keenam (H6) yang menyatakan dana perimbangan
berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan
manusia ditolak. Nilai koefisien sebesar -0,10 artinya
penurunan varians atau nilai dana perimbangan sebesar
1 rupiah akan mengakibatkan penurunan pada indeks
pembangunan manusia sebesar 10% persen. Hasil
penelitian ini tidak mendukung penelitian Riva Uba
Hararap (2011), yang menemukan bahwa DAU, DAK,
dan DBH secara simultan berpengaruh positif terhadap
IPM.

Pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6
menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpen-
garuh signifikan negatif terhadap indeks pembangunan
manusia. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien
sebesar -0,27 dengan tingkat signifikansi 0,02 < 0,05
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh
(H7) yang menyatakan belanja modal berpengaruh
positif terhadap indeks pembangunan manusia dito-
lak. Nilai koefisien sebesar -0,27 artinya penurunan
belanja modal sebesar 1 rupiah akan berpengaruh pada
penurunan indeks pembangunan manusia sebesar 27%
persen. Hasil penelitian ini tidak mendukung peneli-
tian oleh Suparwati (2012), yang menemukan bahwa
Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks
Pembangunan Manusia.

Pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6
menunjukkan bahwa belanja modal memediasi dapat
secara parsial pengaruh dana otonomi khusus terhadap
indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dilihat
pada hasil p-value dari pengaruh dana otonomi khusus
terhadap belanja modal dengan tingkat signifikansi
0,08 < 0,1; pengaruh dana otonomi khusus terhadap
indeks pembangunan manusia dengan tingkat signifi-
kansi 0,02 < 0,05, dan pengaruh dari belanja modal
terhadap indeks pembangunan manusia dengan tingkat
signifikansi 0,02 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa hipotesis kedelapan (H8) yang menyatakan
bahwa belanja modal memediasi pengaruh dana oto-
nomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia
diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
oleh Sumardjoko (2014), yang menunjukan bahwa
belanja modal berperan sebagai variabel intervening
dalam memberikan pengaruh dana otonomi khusus
terhadap IPM.

Hasil pengujian SEM WardPLS pada Gambar
6 menunjukkan bahwa belanja modal dapat meme-

diasi secara parsial pengaruh pendapatan asli daerah
terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat
dilihat pada hasil p-value dari pengaruh pendapatan
asli daerah terhadap belanja modal dengan tingkat sig-
nifikansi 0,03 <0,05; pengaruh pendapatan asli daerah
terhadap indeks pembangunan manusia dengan tingkat
signifikansi 0,01 <,01 dan pengaruh dari belanja modal
terhadap indeks pembangunan manusia dengan tingkat
signifikansi 0,02 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa hipotesis kesembilan (H9) yang menyatakan
bahwa belanja modal memediasi pengaruh pendapatan
asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia
diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
yang dilakukan Setyowati dan Suparwati (2012), yang
menemukan bahwa pendapatan asli daerah terbukti
berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Be-
lanja Modal.

Hasil pengujian SEM WardPLS pada Gambar 6
menunjukkan bahwa belanja modal dapat memediasi
secara sempurna pengaruh dana perimbangan terhadap
indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dilihat
pada hasil p-value dari pengaruh dana perimbangan ter-
hadap belanja modal dengan tingkat signifikansi 0,01
< ,01; pengaruh dana perimbangan terhadap indeks
pembangunan manusia dengan tingkat signifikansi 0,22
> 0,1 dan pengaruh dari belanja modal terhadap indeks
pembangunan manusia dengan tingkat signifikansi 0,02
< 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-
sepuluh (H10) yang menyatakan bahwa belanja modal
memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap in-
deks pembangunan manusia diterima. Hasil penelitian
ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wandira
(2013), yang menjelaskan bahwa pendapatan daerah
berupa dana perimbangan (transfer daerah) dari pusat
menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan
rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang
proposional dan profesional serta membangun infra-
struktur yang berkelanjutan, salah satunya pengaloka-
sian anggaran ke sektor belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan, maka dis-
impulkan bahwa 1) Dana otonomi khusus berpengaruh
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positif dan signifikan terhadap belanja modal; 2) Dana
otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan
terhadap indeks pembangunan manusia; 3) Pendapatan
asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
belanja modal; 4) Pendapatan asli daerah berpengaruh
positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan
manusia; 5) Dana perimbangan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap belanja modal. Ini menunjuk-
kan bahwa dana perimbangan dapat mempengaruhi
belanja modal karena pemerintah mampu mengalo-
kasikan dana perimbangan secara efektif; 6) Dana
perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan
terhadap indeks pembangunan manusia; 7) Belanja
modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
indeks pembangunan manusia; 8) Belanja modal dapat
memediasi secara parsial pengaruh dana otonomi
khusus terhadap indeks pembangunan manusia; 9) Be-
lanja modal dapat memediasi secara parsial pengaruh
pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan
manusia; dan 10) Belanja modal dapat memediasi se-
cara sempurna pengaruh dana perimbangan terhadap
indeks pembangunan manusia.

Saran

Penelitian ini belum dapat menjelaskan secara spesifik
fungsi dari setiap realisasi belanja yang ikut memberi
pengaruh terhadap indek pembangunan manusia.
Penelitian ini hanya terbatas pada realisasi belanja
modal khusunya belanja publik sehingga hasil yang
ditemukan dalam penelitian ini menunjukan bahwa
belanja modal berpengaruh negatif terhadap indeks
pembangunan manusia. Hal lain yang ikut berpengaruh
adalah kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan
belanja modal yang masih belum tepat pada sasaran-
nya. Selain itu, hasil penilitian ini juga dapat menun-
jukan bahwa variabel dana perimbangan memberikan
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks
pembangunan manusia. Hal ini disebabkan karena
dalam penelitian ini belum dipisahkan secara spesifik
alokasi dana perimbangan apa yang tepat digunakan
untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.
Dalam hal tersebut, dana perimbangan terdiri dari
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana
bagi hasil. Penelitian ini hanya menggunakan total
dana perimbangan untuk menguji dan menganilisis
pengaruhnya terhadap belanja modal dan IPM.

Berdasar telaah pelaksanaan otonomi daerah dan
pelaksanaan desentralisasi fiskal, serta hasil dari pene-
litian dan simpulan maka disampaikan saran 1) pada
penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti secara
spesifik setiap fungsi belanja yang ikut berpengaruh
terhadap indeks pembangunan manusia selain belanja
modal; 2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat
meguji secara spesifik alokasi dana perimbangan yang
lebih tepat dialokasikan untuk meningkatkan indeks
pembangunan manusia, seperti DAU, DAK, dan DBH.
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